GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 126 TAHUN 2021
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang

PROVINSI KAL‘L’MANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT‘TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemarintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas’ Peraturan Pemerintah Nomwor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa
'Perang‘kat Daerah  yang pelaksanaan tugas dan
fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok
jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang
tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh
kelompok jabatan fungsional; :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b
Peraturan Menterli Pendayagunaan Aparatur Nega}:a
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan. Jabatan Administrasi ke Jabatan
Fungsional, ‘mengameanatkan bahwa penyetaraan
jabatan dilakulkan pada instansi Daerah; '

bahwa dalam rangka mewujudkan Dbirokrasi yang
dinamis dan. prdfeSiona} sebagai upaya peningkatan
efektivitas - dan efisiensi guna mendukung kinerja
pemerintah’ daerah, perlu dilakukan penyederhanaan
birokrasi melalui penvetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional; '

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka
perlu * menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provihsi
Kalimantan Barat;




Mengingat
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106};

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Ratifikasi Konvensi 'PBB tentang Hukum Laut
(Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3319);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda
dan Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 {entang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3501);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3647);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia -Nomor 4389);

Undang-Undang -Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5490j;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 fentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia : Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387)

sebagaimaria, telah diubah beberapa kali dan terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
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Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Normor 6573},

Peraturan Pemerintal Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Konservasi Sumber Daya lkan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat  Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Normor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas -Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477); _ , '

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan

Fungsional (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi . Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); |

Peraturan Daerah’ Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 0)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 5);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR  TENTANG KEDUDUKAN ,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah raenurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negéra Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, '

Pemerintah Daerah "adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerinfahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubemur Ixahmantan Barat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretans Dael ah Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Kelautan dan Penkanan Provinisi Kalimantan Barat adalah unsur
pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Barat. ' o

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional

dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kelautan da_n Perikanan
Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi b’agi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja vang
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang seiailjumya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawazan untuk menduduki jabatan
pemerintahan.




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

.—5*.'

Jabatan Adrmmstrasx adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan _-'__-' L
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemermtahem RS D

dan pembangunain.

Pejabat Administrasi adalah Pegawax ASN yang menduduki Jabatan A

Administrasi pada pemermtah Provinsi Kalimantan Barat.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi darl
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu. '

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jaba’tan_ :;_5f s

Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Penyetaraan Jabatan Adminisfrasi ke dalam Jabatan Fungsmnal yang
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pegaba,t_';‘-_._ ERTE
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing -~

pada jabatan fungsional yang setara.

Pengelolaan Wilayah Pesisir - dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu - :

pengoordinasian  perencanaan, pemanfaatan, pengawasan Sdan
pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dﬂakukml et
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara. ekosmtem'j-_]{f
darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen umuk Ol

meningkatkan kesejahteraan ra}@a’t

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut L |

yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2, OOO e

km? {(dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya haya‘tz '_ S
sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa linglkungan;

sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun; :f_f AN
mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air
laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur 1aut-.}' L
yvang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lmglx.ungan

berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air e

vang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energl gelombang 1aut _

vang terdapat di Wilayah Pesisir.

Ekosistern adalah kesatuan komumtas tumbuh- 'tumbuhan, v héwéﬁ; E
organisme dan non oro"amsme lain serta proses yang memghubungkanny& G

dalam membentuk kesezmban@an si,a"bﬂtttas dan produktivitas.

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan. ﬁzelipﬁti"':i'-"' e
perairan sejauh 12 (dua beias} mil laut divkur dari garis pantai, peralran o
yang menghubungkan pantai: dan pulau-pulau, estuari, _ie}uk peran an o

dangkal, rawa payau, dan laguna.
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BAB 1
KEDUDUKAN
?aseﬂ 2

Dinas Kelautan dan Pefikana_n Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB 111
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
| Bagian Kesatu
- Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

& Pasa_l 4

Untuk melaksanakan tugas Sebagéiména dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a.

¥a

perumusan program kerja di bidang perikanan tangkap, perikanan
budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan,
serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;

perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan. budid.éya,
pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan,
pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;

pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya,
pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta ke}autan
pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;

pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;

penyelenggaraan urusain pemerintah di bidang kelautan dan pemkanan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kelautan
dan Perikanan; ‘

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;

. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Gubernur di bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. '
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan
Barat terdiri dari:

. Kepala Dinas;

oW

. Sekretariat;

Bidang Perikanan Tangkap;

a0

. Bidang Perikanan Budidaya;

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan;

Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan;

Unit Pelaksana Teknis; dan

=R

. Kelompok Jabatan Fungsional..

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan
Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran yvang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketig_a
Kepala Dinas

" Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf. a,
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelengga’rakéxi, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas
di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

| Pasal 7

Untuk mélaksanakan tugas sebagain1ana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala
Dinas mempunyai fungsi : C

a.

penetapan program kerja di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya,
pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan,
pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan,;

perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya,
pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan,
pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;

pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perikanan tangkap,
perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan
perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
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pembinaan dan mengarahkan Xkegiatan di bidang perikanan tangkap,
perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan
perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;

e. penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan
budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan,
serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan sesuai
ketentuan peraturan peundang-undangan;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi
birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan
pelayanan publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;

g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terha&ap penyelenggaraan kegiatan di
bidang perikanan tangkap, . perikanan budidaya, pengolahan dan

pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-
pulau kecil, dan pengawasan;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan
perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya,
pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan,
pesisir, pulau- pu}au kecil, dan pengawasan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan

perikanan yang diberikan oleh - Gubernur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekre_taﬁat
Pasai 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

- Pasal ©

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di
bidang rencana kerja, mozﬁxitérizig dan evaluasi, umum dan administrasi
kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di
lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat
mempunyai fungsi :

a. penvusunan program kerja di lingkungan sekretariat;




k.
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penyiapan bahan da_n. perumusan -kebijakan di bidang penyusunan
rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta
pengelolaan keuangan dan aset;

pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja,

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan
dan aset;

pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di
lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;

penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan

Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

penyelenggaraan urusan déﬂ pelayanan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan

aparatur di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,; : '

pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan
Dinas Kelautan dan Perikanan;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lngkungan
sekretariat; .

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh
Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan

b. Sub Bagian Keuangan dan Asejt.'

Sub Bagian sebagaiména dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 1_2

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat

(1)

huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di

bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebézgaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub

Bagian Umum dan Aparatur :mempunyaz fungst :

a. penyusunan rencana kegiatan-Sub Bagxan Umum dan Apa1 atur '

b. pengumpulan, pengolahan baharx dan perumusan kebijakan d1 bniang o Rty

umum dan aparatur dﬂmgkung&n dinas;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan .-fm;lgsi ch R

lingkungan sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan. fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang S

umum dan aparatur;

e. pelaksanaan urusan di bidang urmum dan aparatur sesuai peraturan 0

perundang-undangan;

f.  pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur; |

ga

tugas dan fungsi di bldang umum dan aparatur;

pemberian saran dan perﬁmhanfran kepada sekretaris berkenaan dengan L

h. pelaksanaan monitoring, evialuasi dan penyusunan laporan terhadap Sy

pelaksanaan tugas -dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

i, pelaksanaan fungsi lain di bldang umum dan aparatur yang dlserahkan i

oleh sekretaris,

Pasai 14

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagalmana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) o
huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan_kebs.;a_kan ERS R
pengelolaan keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan aset di =~
lingkungan dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sésual tugas dan- o

fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Sub =

Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana keglatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
b.

pengelolaan keuangan dan aset di 1mgkungar1 dinas;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan d1 bldang-_ SH

c. pemberian dukungan terhadap peiaksa_naan tugas dan - fungsi ch

lingkungan Sekretariat;

bidang pengelolaan keua,ngan dan aset;

pelaksanaan koordmas: dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungm ch




e

e. pelaksanaan urusan di. bldang penge}olaan keuangan -d
peraturan per undangﬂndano‘an R SREET

go

tugas dan fungsi di bldang pengelolaan keuangah 'da

h. pelaksanaan monltorm evaiuam dan penyusunan? lapo

pelaksanaan tugas dan fung31 d1 bzdan pengelolaan keu gan dan 'se
dan o

i. pelaksanaan fungsi lain di bzdang pengeloiaan keuangan lan aset yang
diserahkan oleh Sekretans : : T

Baglan Kehma _'::.'
Bldang Pen}{anaﬁ ’]‘ a.ngkap
Pasai 16

bertanggung]awab kepada Kepala Dmas

Pasai 1’7

Bidang Perikanan Ta,ngkap mempunya; tugas ‘menyiapkasr
merumuskan kebijakan - i:elmm dz bzc’i&ng peng__ lola____
kepelabuhanan - penkanan da:ﬂ usahfx

bertanggungjawab mem1mpm Selurnh keglata:a pelajremm an. ac
bidang perikanan tangkap. o -

Pasai 18

Untuk melaksanakan tugas sebagazmana damaksud' dalam _as_"
Perikanan Tangkap mempunya1 fungsa

a. penyusunan program kerja ch Badancf Pel ﬂaana.n Tangka‘i

b. penyiapan bahan dan’ perumusan keblja}xai*
sumberdaya ikan; - : S

c. penyviapan bahan dan pelumusaﬂ Lebl_}ak'_“_
kepe}abuhanan perlkanaﬂ '

perikanan tangkap,

e. pengkoordinasian di bidaﬂg perlkanan ‘tancrka

f. pembinaan dan- pengawasan terhadap pel
bidang perikanan tanwkap sesual pez amz an perundan undangan
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g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan tangkap
sesuai peraturan perundang-undangan,;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perikar_a.an
tangkap sesuai peraturan perundang-undangaiy;

i. pemberian saran dan perﬁmbangan kepada kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; ‘

j. pelaksanaan evaluasi dan pela@ofan terhadap pelaksanaan tugas di bidang - |

perikanan tangkap,; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di 'bidémg
perikanan tangkap sesuai peramran’perundangﬂndangan.

Bagian Keenam
Bidang Perikanan Budidaya
Pasal 19

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avyat (1)

huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Perikanan Budidaya mempunyal tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang produksi dan usaha perikanan-

budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan serta-

bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di- :
bidang perikanan budidaya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebaﬂalmana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang'
Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di Bidang Perikanan Budidaya;

b. penyiapan bahan dan perumusan laeblgakan teknis di bidang produksi dan_ :

usaha perikanan budzdaya,

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihah'»'-’
dan pakan;

d. penyiapan bahan dan perumu an kebijakan teknis di bidang kesehaian
ikan dan lingkungan;

e. pengkoordinasian di bidang perikanan budidaya;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang perikanan budidaya sestiai peraturan perundang-undangan;
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g. penyelenggaraan urusan pemermtahan di bidang perikanan bud1daya
sesuai peraturan perundang-undangan;

. penyelenggaraan kegiatan peiayanan_ dan administrasi di bidang perikanan
budidaya sesuai peraturan perundang#undangan‘

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang
perikanan budidaya; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang dibemkan oleh Kepala Dinas di bzdang
perikanan buchdaya sesuai peraturan perundang-undangan.

| Bagian Ketujuh
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
_ Pasal 22

Bidang Pengolahan dan Pemésaran Produk Kelautan dan Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1} huruf e, dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang vang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 2.3

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di
bidang pengolahan dan bimbingan mutu, pemasaran dan peningkatan daya
saing, pengembangan usaha dan investsdsi serta bertanggungjawab memimpin
seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengolahan dan
pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimané, dimaksud dalam Pasal 23, Bidang

Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai
fungsi :

a. penyusunan program kerja d1 Bldanb Pengolahan dan Pemasaran Produk
Kelautan dan Perikanan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan
dan bimbingan mutu; : :

c. penyiapan bhahan dan pezumus&m kebljakan teknis di bidang pemasaran
dan peningkatan daya saing; '

d. penyiapan bahan dan pefumusem kebijakan teknis di bidang
pengembangan usaha dan investasi;
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pengkoordinasian di bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan
dan perikanan; ‘

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan sesuai
peraturan perundang-undangan; -

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengolahan dan

pemasaran produk kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-
undangan; ' '

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang

pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan sesuai
peraturan perundang-undangan;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan

dengan tugas dan fungsi di ‘bidang. pengolahan dan pemasaran produk
kelautan dan perikanan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang
pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
pengolahan dan pemasa.ran produk kelautan dan perikanan sesuai
peraturan perundang-undangan. .

Bagian Kedelapan
Bidang Kelautan, Peéisi_r,I Pu}atl_;?ulau Kecil, dan Pengawasan
Pasal 25
Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf {, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan mempunyai
tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang
pengelolaan ruang laut dan kons_ervaéil; pendayagunaan pesisir dan pulau-
pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di
bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan.




Pasal 2’7

Untuk melaksanakan tugas sebacau‘nana dlmﬂleUd cialam P.__. al 26, Bi
Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecﬂ dan Pencfawasan mempunyai fi gs

a. penyusunan program ker}a d1 B:dang Ixelauian Pes1sar, 1
dan Pengawasan,; B '

b. penyiapan bahan dan Pel‘umusaﬂ Lebijakem teimls
ruang laut dan Lonservas1, R -_ S

c. penyiapan bahan dan . perumusan I&ebtgakan tek
pendayagunaan peszslr dan pulau pukau }«,ecﬂ

sumberdaya kelautan dan pemkanan

e. pengkoordinasian ch bldang Le}autan

pesusu' '_’j_:pu a
pengawasar; =

b}.dang kelautan, pesmu pulari pulau kecﬂ
peraturan pemndang—undalwan

perundang -undangan.

Baglan Kesembﬂan
' Umt Pe}aksana Tekm
Pasal 28 .

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dlmaksud pada Pas:

dapat dibentuk untuk melalasanakaﬂ Legiatan
kegiatan teknis penunjang dmas
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(2) Unit Pelaksana Teknis sebagmmana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin:oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung)awab kepada

Kepala Dinas meialul Sekretarls

?asai 29

Pembentukan, Susunan Or gamsa31 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerga Um_,-__:
Pelaksana Teknis pada Dinas dlt@ﬁ&pk@.ﬂ dengan Peraturaz'l (}ubernur sesusu_’i
ketentuan peraturan perundaﬁg—undanﬁan : R

Bagia_n Kesepuluh

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsmnal

" Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagalmana dlmaksud pada Pasal 5 ayat (1):
huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan Jabatam melaksamakan-‘
fugas dan fungsi J abatan Admzmstra& berkaitan dengan - pelayanan tekms
fungsional. i

{2) Pengangkatan dan peiantzkem melalui penyeiaraan 3abatan dﬂakukan G

sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dan kementerian i
terkait sesuai ketentuan per aturan perundang-undangar.”

{3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana d1maksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara Iangsung kepada._
Pejabat Administrator. : :

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dﬂakukan penyetaraan
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke’ ‘dalam 3 abatan’
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan /atau Sub Kooxdma‘cm'
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau’ fung31 tertentu yang,-
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yanb
ditunjuk, sampai dﬁetapkalmya peraturan perundangundangaﬁ yang

mengatur tentang Koor dlna_tor daﬁ Jatau  Sub Koordmator Jabata_
Fungsional. - o

(5} Penetapan, rincian tugas dan fungsi koord:11a31 tugas tambahan serta
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Keordmator Kelompok__
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dzamz lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesum ketenman
peraturan perundangﬂndangam

- ‘Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional  yang - diangkat = melalui
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertmlggung jawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi ' Pratama, P@abat- :
Administrator, atau Pejabat Pengawas yvang memiliki keterkaitan dengan -

pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarl«.an gengangnj,fa sesua;'f
ketentuan peraturan perundang—undangan - : -
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(2) Kelompok dJabatan Fungsieﬁal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : _1".' _
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang ‘berdasarkan .
keahlian dan keterampilan sesuai keten‘tuan peraturan pezundang— -

undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai lf;etentuan'_""l
peraturan perundaﬂgmundangan

. Pasal 32

(1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik g
kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabataﬁ S
diberikan penghasilan yang .sama dengan jabatan yang diduduki

sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan
Jabatan. :

(2) Penetapan kelas Jabatan Fun%lonal yang akan diduduki dlsetalakan?”.'-!.-'-_'-'--"

dengan kelas Jabatan Admlmstlasx yang diduduki sebelumnya’ sampai;- =
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan J abatan.

(3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimaria d1maksud'-. RN R
pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan =~
Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan @ perundang- &= -
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional térsebut. ..

 BAB IV
KEPEGAWAIAN
 Pasal 33

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN s . i
yang memenuhi persyalatan sesuai ketentuan peraturara perundang—;_ S

undangan.

(2} Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawal ASN:I": e

yang memenuhi persym*atan sesuai ketentuan peraturan perundanc—
undangan.

(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatﬂ_can' 's'yaa‘at: S
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” .+

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi = -~ .
Pegawai ASN ‘dalam suatu jabatan disesuaikan derlgan -Iietentual_l'}__?_" BEoas

peraturan perundang-undangan.

{5) Formasi Pegawai ASN di hngkungan Dinas disusun. sesual ketentuan._‘f-f;

peraturan perundang—undangan

Pasﬂl 34

(1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakanf' -
mekanisme koordinasi dan pengelolaam kegiatan sesuai dengan: bldang'_'_"i. oy
tugasnya, sampai -dengan- peraturan  yang mengatur : mengemm ol

penyederhanaan birokrasi berlaku.




(2) Pelaksanaan mekamsme Loordma& da:n penge}o}aai 'Legmtal sebag ima

yvang diberikan oleh . pejabat plmpman 1.111g
ketentuan peraturan perundangwundanwml

{3} Pelaksanaan mekanisme koor c11na31 daﬂ penge‘iolaan k_eg
dimaksud pada ayat {n dlbenkan mlau Angka Kredlt 25%

yang dlperhitungkaﬁ sebaﬂal unsur uiama mehpuil'
pengembangan profem I S

BAB V P
. TATA KERJA DAN LAPQRAN
' Eaglan Pez ta:ma
'Iaia Kerja .
Pasa} 35

(1} Kepala Dinas wajib: melaksanakan tuﬁas m ]
mengendalikan, mengarahkan dan membenka:z petunjul kerja kepad
bawahannya e . '

undangan.

Bagla:a Keduai_. L
Lapo:ta:n Cl
Paoal 36

memberikan penjelasan 1xepada Qubernul
penhal keb:gakan yang ditetapkm.i s i

ketentuan peraturan pm undancr undang,an
(3 )Setlap Pegabat di - hngkungan Dmas Wagz_

saran pertlmbaﬁgan kepada
dijadikan sebagai bahari perumusan keb:g akan
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BABVI

PEMBIAYAAN
Pasal 3’7

(1) Pelaksanaan program berdasmkan ‘Lugas dese'
Anggaran Pendapa{an dan Beian]a Daerah

(2) Pelaksanaan program berdasarhan tugas pem’baﬁtuan d:
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Be}anja egara

BAB vn
mTENTUAN LMN'__L IN
Pasal 38 |

Pel ikanan dltetapkan :
perundang-undaj%an

oleh

Gabermu - sesuai

(2) Gubernur melaluz _ umt keija yang
kelembagaan memberlkan a81siens1

yang dﬁaksaﬂals,an oleh urut kez 3
perundang—undangan ' '

Jabatan strukturai dan gabatan fungsmn al
perundang-undangaﬂ '

(5} Pada Dinas Kelautan dan Penkanan dapai dib@
ketentuan peraturan pemﬁ da11g~undaneai*1

: BAB VIIX
KETDNTUAN PERALH-IAN
Pasal 39

Pada saat Peraturem Gubemur 1111 mu}a;" -be:z}al

tugasnya sepanjang belum ada penugasaﬂf”
Kepegawaian - SR
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"BAB 1IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Keiautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 114)
sebagaimarza telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 114 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kahmaman Barat (Berita Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan
tidak bertaku.

Pasal 41
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada i al 30 Juni 2021.

@%ﬁﬁ%ﬁ %&A\%IMANTAN BARAT,

iundangkan di Pontianak

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMAN’FAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 129
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